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Arief Subhan

Marsūm al-dawlah al-Indūnīsīyāh fī siyāq        
al-‘alāqāt bayn al-  ’āt al-dīnīyah

Abstrak: Indonesia mende  nisikan diri sebagai “bukan-negara-agama” dan 
“bukan-negara-sekuler”. Penegasan ini memberikan posisi unik dan sulit dicari 
perbandingannya dengan negara-negara lain. Negara-negara di Barat misalnya, 
memposisikan diri sebagai negara yang bersikap netral terhadap agama. Sementara 
beberapa negara Islam di Timur Tengah meneguhkan diri sebagai negara dengan 
basis agama. Dengan posisinya yang demikian, wajar apabila Indonesia menaruh 
perhatian besar terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan 
umat beragama. Beberapa even seperti penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi 
Muhammad SAW di istana negara, pembukaan Musabaqah Tilawah al-Qur’an 
(MTQ) oleh Presiden, dan pembentukan Kementrian Agama, merupakan bebe-
rapa indikator yang menunjukkan keterlibatan negara terhadap kehidupan ke-
agamaan. Tidak hanya sebatas itu, negara Indonesia juga merumuskan berbagai 
regulasi yang mengatur kehidupan umat beragama—termasuk di dalamnya relasi 
antar umat beragama dan antar kelompok-kelompok keagamaan—termasuk pe-
nistaan agama. 

Artikel ini mendiskusikan regulasi negara terhadap agama yang berkaitan 
dengan kebebasan beragama dan penistaaan agama. Sebagian kalangan melihat 
regulasi itu sebagai bagian dari framing negara untuk menciptakan kehidupan 
keberagamaan yang damai dan harmonis. Namun, sebagian kalangan lain me-
lihatnya sebagai bentuk “intervensi” dan pembatasan negara terhadap kebebasan 
berkeyakinan di kalangan warga negara. Belakangan, meski tidak secara khusus 
dibahas, kelompok yang menolak regulasi negara terhadap agama mengajukan 
judicial review ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Undang-Undang No 
1/PNPS/1965. Meskipun judicial review itu ditolak, gejala tersebut mengindi-
kasikan bahwa di kalangan masyarakat sipil terdapat perbedaan persepsi tentang 
sejauh mana negara berwenang mengatur kehidupan agama.  
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Konstitusi Indonesia mengamanatkan kebebasan beragama kepada para pe-
meluk agama-agama yang secara formal diakui negara. Meski tidak memiliki 
suatu produk hukum khusus yang melarang kehadiran agama-agama tertentu, 
secara resmi Indonesia mengakui lima agama besar: Islam, Kristen Protestan, 
Katolik, Hindu, dan Budha. Pada Januari 2000, Presiden Abdurrahman Wahid 
menambahkan Konfusius yang telah dipraktikkan sebagian masyarakat etnis 
Cina sejak 1967 dalam daftar. 

Menguatnya Islamisme yang mengiringi demokratisasi setelah jatuhnya Orde 
Baru pada 1998, dapat dibaca sebagai momentum historis munculnya ruang 
bagi renegosiasi nation-state building. Dalam Sidang MPR 2000, misalnya, par-
tai-partai berasas Islam yang muncul di masa reformasi, menyuarakan kembali 
pemberlakukan Piagam Jakarta. Meski aspirasi itu tidak memperoleh dukungan 
politik yang memadai, fenomena itu menandai menguatnya Islamisme di ruang 
publik—dan pada tingkat tertentu radikalisme—serta merupakan satu bentuk 
renegosiasi tersebut Kelompok-kelompok Islamis seringkali—dengan semangat se-
bagai penjaga agama (guardian of the faith)—mempersepsi perilaku “yang lain” 
(the other) sebagai telah keluar dari ‘mainstream Islam’. Dalam konteks inilah, 
manajemen pemerintah Indonesia dalam mengelola kehidupan keagamaan, khu-
susnya berkaitan dengan kaum Muslim, menjadi rujukan dalam menyelesaikan 
masalah pada tingkat masyarakat. 

Regulasi pemerintah merupakan rujukan penting untuk menentukan: apakah 
suatu pandangan, tindakan, atau kepercayaan itu masuk dalam kategori ‘main-
stream’ atau telah keluar dari ‘mainstream’. Dari kaca mata negara, regulasi-
regulasi yang dibahas dalam artikel ini merupakan bentuk konkret manajemen 
pemerintah dalam mengatur masalah keagamaan, dan bukan dimaksudkan 
untuk membatasi kebebasan beragama. Justru, regulasi-regulasi itu dimaksudkan 
untuk melindungi warga negara dan kehidupan keagamaan di Indonesia secara 
keseluruhan. Akan tetapi, dalam konteks hak asasi manusia, di mana kebebasan 
beragama dan berkeyakinan merupakan hak yang tidak bisa dibatasi dan di-
tunda pemenuhannya (non derogable rights), regulasi-regulasi tersebut menjadi 
problematik. 

Berdasarkan fakta pluralitas dan kompleksitas umat beragama di Indonesia, 
kemunculan aliran atau mazhab tidak akan terhindarkan. Bagi kalangan aliran 
mainstream, kemunculan aliran baru—yang disebut “aliran sempalan” (splinter 
group)—seringkali dilihat sebagai bentuk penistaan agama, dan dengan demiki-
an dianggap telah melanggar regulasi negara dan harus dilarang. Dalam kaitan 
itulah, artikel ini menilai telah terjadi sikap yang ambigu. Pada satu sisi, negara 
ingin mengatur kehidupan keagamaan agar terjadi harmoni; di sisi lain, tidak 
tertutup kemungkinan bahwa regulasi tersebut dipergunakan oleh kelompok-
kelompok yang mengklaim paling benar dan tidak menginginkan munculnya 
kelompok atau aliran agama lain.
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Abstract: Indonesia de  nes itself as a “non religious state” and at the same time 
as a “non secular state”.  is is a unique position compared to Western countries, 
which are neutral to religion, or Middle Eastern countries, which clearly de  ne 
themselves as religion [Islam] based states. Within this unique position, the 
Indonesian government is actively involved with religious aff airs.  is involvement 
is particularly evident from the Ministry of Religious Aff airs (MoRA)’s celebration 
of the Prophet Mohammed’s Birthday in the presidential palace, or the Musabaqah 
Tilawatil Quran which until now has always been opened by the president of 
Indonesia. Another important indication is the state regulations concerning 
religious life including relations between intra- and inter-religious groups, and 
religious defamation.

 is article discusses state regulations related to religious defamation and re-
ligious freedom, which are indeed controversial. Some people understand them as 
part of a larger eff ort to create harmonious and peaceful religious life, while others 
comprehend them as intervention and a violation of the freedom of religion.  e 
latter groups proposed a judicial review to Law No 1/PNPS/1965. Although the 
Constitutional Court of Indonesia rejected it, at least it explicates the diff erences in 
society’s views on how far the state is authorized to regulate religious life.

 e Indonesian Constitution formally acknowledges that freedom of religion is 
an integral part of civic live. Although no single regulation prohibits any particu-
lar faith, fact is that the Indonesian government acknowledges only   ve religions in 
Indonesia: Islam, Roman Catholicism, Protestantism, Hinduism, and Buddhism. 
 e list was only expanded after January 2000, when the president of Indonesia, 
Abdurrahman Wahid, added Confucianism—, which has been practiced by 
Indonesian-Chinese since 1967—to the list.

 e rise of Islamism within the wave of democratization after the collapse of 
the New Order regime in 1998 opened up new opportunities to renegotiate the 
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nation state building. In the Indonesian General Assembly, religion-based political 
parties requested the reinstatement of the Jakarta Charter. Although their aspi-
ration lacked suffi  cient political support, it indicates the rise of Islamism in the 
public sphere—and to some extent of radicalism. On various occasions, Islamic 
groups—who think of themselves as guardians of the faith—regard what “the 
other” does as deviations from Islam and as something outside the mainstream of 
Islamic teaching. In this context government regulations concerning religious life, 
particularly those related to Muslims, can become important points of reference in 
solving problems in society. 

 ese government regulations are important references in deciding whether a 
worldview, or an attitude, or faith should be categorized as something inside or 
outside the mainstream. From the state’s point of view, the regulations, which are 
discussed in this article, are aimed solely at the supervision of religious life, not to 
impose any limits to religious freedom.  e objective of these regulations is to protect 
citizens and religious life in Indonesia. However, in the Human Rights context, 
these regulations are problematic since freedom of religion is non-derogable.    

Given the plurality and complexity of religious life in Indonesia, the emergence 
of new thoughts and new mazhabs is indispensable (inevitable????). For those who 
are among the mainstream, the emergence of splinter groups is easily miscompre-
hended as forms of religious defamation.  us, they are violations of state regula-
tions and should therefore be prohibited. 

 is article points out that state regulations concerning religious defamation 
are ambiguous. On one hand, these regulations are aimed at creating social har-
mony; but on the other, they can be used by groups—who consider themselves to 
represent the truth—to discriminate others and to impose limits on others’ freedom 
of religion.  
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